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HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
Oleh : 
Andri Nazar Pratama, SH (Jurusita PA Tanggamus)
A. Pendahuluan 
Bagi Pengadilan Agama melakukan eksekusi putusan pengadilan baru dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama. Sebelumnya Pengadilan Agama bersandar kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan cara memperoleh eksekutor ( difiat) oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 2 ayat (4) Stb. 1882 Nomor 152, jo pasal 153 dan pasal 3 ayat (4) stb. 1937 Nomor 638), barulah putusan Pengadilan Agama itu dapat dijalankan. Hal tersebut terjadi karna belum mempunyai undang-undang khusus dan belum mempunyai lembaga Kejurusitaan sendiri. Untunglah pasal tersebut telah dinasakh oleh pasal 107 ayat (1) huruf “a” dan “b” Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimna telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubagan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan, “Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam un-dangundang ini”. Dengan kelenturan pasal ini ditambah lagi dengan Kejurusitaan di Pengadilan Agama sudah terpenuhi, maka apa yang dapat dilakukan oleh Peradilan Umum dalam bidang keperdataan tentunya dapat pula dilakukan oleh Peradilan Agama termasuk masalah eksekusi.
Dari uraian tersebut diatas penyaji merumuskan permasalahan tentang sita dan eksekusi yaitu ‘ apa saja Hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan Sita dan Eksekusi”.
B. Eksekusi
Jenis eksekusi yang lazim terjadi di pengadilan agama adalah eksekusi riil (ps.200 (11) HIR/218 (2) RBg - Biasanya terjadi pada sengketa harta bersama, sengketa waris dan sengketa hibah) dan eksekusi pembayaran uang (ps. 197 HIR/208 RBg - Biasanya terjadi dalam sengketa perkawinan dan sengketa ekonomi syariah). 

Tahapan Pelaksanaan Eksekusi
A. Persiapan Sebelum Pelaksanaan Eksekusi
1. Mempelajari dan memahami Penetapan Ketua PA tentang perintah eksekusi terhadap barang-barang tergugat;
2. Mempelajari dan memahami putusan pengadilan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi;
3. Merencanakan dan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi; 4. Melaksanakan perhitungan tentang biaya proses dan pelaksanaan eksekusi. 
B. Pelaksanaan Eksekusi Pada prinsipnya kedua jenis eksekusi yang disebutkan di atas baru dapat dilaksanakan setelah dilampauinya tenggang waktu peringatan (Aanmaning) kepada Tergugat yang dikalahkan / Termohon eksekusi. Dan Ketua Pengadilan agama telah mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi kepada Panitera dan Jurusita.
Pelaksanaan Eksekusi Riil (Ps.1033 Rv) 
a. Jurusita berangkat bersama rombongan dan 2 orang saksi menuju tempat obyek eksekusi, menunggu kehadiran pejabat terkait, satuan keamanan, Pemohon dan Termohon eksekusi;
b. Jurusita membacakan Surat Penetapan Perintah Eksekusi;
c. Jurusita membuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dengan menyebut secara rinci dan jelas terhadap barang-barang yang dieksekusi, meliputi jenis, bentuk, letak, batas-batas dan ukurannya;
d. Jurusita menandatangani Berita Acara pelaksanaan eksekusi tersebut dan 2 orang saksi;
e. Jurusita menyerahkan barang-barang tereksekusi kepada Pemohon eksekusi;
f. Jurusita membuat Salinan Berita Acara Eksekusi sebanyak rangkap, disampaikan kepada Ketua PA sebagai laporan, kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi, kepada petugas register eksekusi dan arsip. 

C. Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi
Pelaksanan sita dan eksekusi yang pernah dilaksanakan oleh penyaji di  Pengadilan Agama Tanggamus, ada beberapa Hambatan dan Kendala yang pernah di alami antara lain :
1. Penggunaan Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) sebagai juru ukur dikarenakan BPN mempunyai alat dan tenaga ahli untuk mengukur objek sengketa berupa tanah dengan kondisi bidang tanah tersebut tidak datar sedangkan Pengadilan Agama tidak mempunyai alat maupun tenaga ahli.
2. Tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur tentang Panjar Biaya Perkara Sita dan Eksekusi, karena penyaji pernah mengalami melaksanakan sita 5 (lima) objek dengan digabung kelima objek tersebut tanpa dipisah per objek
3. Keamanan Jurusita ketika melaksanakan Pemberitahuan kepada pihak tergugat/termohon Eksekusi maupun ketika pelaksanaan eksekusi karena terkadang kondisi yang di gambarkan oleh pihak keamanan kadang tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan/Lokasi sita/ eksekusi
4. Adanya campur tangan pihak ketiga dalam pelaksanaan sita dan eksekusi
5. Pengerahan masa oleh pihak tergugat/termohon eksekusi.









Kesimpulan :
1. Setiap pelaksanaan eksekusi harus dipersiapkan matang-matang sehingga tidak menimbulakan multi tafsir di lapangan, objek eksekusi harus tergambar dengan jelas dan pasti;
2. Keseragaman dan spesifikasi dalam penentuan Panjar Biaya Perkara Eksekusi agar tidak terjadi perbedaan antara Pengadilan Agama satu dengan yang Lainnya;
3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan Hukum Acara Perdata yang berkaitan erat dengan pelaksanaan eksekusi bagi Pejabat Pengadilan pelaksana teknis harus diupayakan, guna menciptakan pejabat yang professional;
4. Peningkatan sarana dan prasarana ,misalnya di adakan nya alat ukur bidang tanah yang tidak rata seperti BPN/ATR serta pelatihan bagi Jurusita untuk Penggunaan alat tersebut sehingga meminimalisir biaya.
5. Melaksanakan koordinasi dengan pihak keamanan yaitu Kepolisian dan TNI agar pelaksanaan Eksekusi benar- benar Kondusif dan Dapat dilaksanakan .












Daftar Pustaka
1. Makalah Drs. H. Damsyi, M.H. (Hakim Tinggi PTA Jakarta ) dengan Judul “eksekusi perkara perdata agama dan permasalahannya”
2. Makalah Prof. DR. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum (Hakim Agung MA) dengan judul “ Eksekusi dan lelang dalam hokum acara perdata”
3. Makalah Drs. A. Choiri, SH.,MH. (Hakim Tinggi PTA Makassar) dengan judul                 “prosedur sita dan eksekusi”
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makalah Prof.DR. Abdul Manan “Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata”
makalah Drs. A.Choiri, SH., MH. ‘prosedur sita dan eksekusi”	
makalah Drs. A.Choiri, SH., MH. ‘prosedur sita dan eksekusi”
makalah Drs. H. Damsyi,MH. “eksekusi perkara perdata dan permasalahannya
makalah Prof.DR. Abdul Manan “Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata”
